
 

  

 

WALIKOTA BATAM 
PROPINSI KEPULAUAN RIAU 

 

 PERATURAN WALIKOTA BATAM 
NOMOR 23 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 10               
TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR 

PENYALURAN BANTUAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA 
BUDIDAYA PERTANIAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN                               

PROGRAM PENGENTASAN  KEMISKINAN 

 
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATAM, 
 

Menimbang  :     bahwa dalam rangka menjamin tertibnya penyaluran, 
pemanfaatan dan penggunaan dana Bantuan pada 
Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya  Pertanian 

dan Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam Program 
Pengentasan Kemiskinan dan Nota Dinas dari Kepala 

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam 
Nomor 14/ND/DKP2/2018 tanggal 20 Maret 2018 
serta untuk penyempurnaan Peraturan Walikota 

Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kriteria Calon 
Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan  Pada 

Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya  Pertanian 
dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Pengentasan 
Kemiskinan, maka perlu ditetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kriteria Calon 
Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada 

Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian 
dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Pengentasan 

Kemiskinan; 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
nomor  181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 



Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4880) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur 
Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengembangan 

Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil 
Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan (Berita 
Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 517); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM 

NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA CALON 
PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN 

PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA 
PERTANIAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN                               
PROGRAM PENGENTASAN  KEMISKINAN. 

 
PASAL I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam 
Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Batam 

Nomor 517) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 3 
 

(1) Dinas KP2 menyerahkan bantuan kepada 

Ketua Kelompok penerima dengan bukti Berita 
Acara serah terima yanga ditandatangani oleh 
Ketua Kelompok dan Pejabat Dinas KP2 yang 

diketahui oleh Lurah. 
 

(2) Ketua kelompok mendistribusikan bantuan 
yang diterima kepada anggota kelompok 
dengan bukti Berita Acara serah terima yang 

ditandatangai oleh Ketua Kelompok dan 
Anggota penerima yang diketahui oleh 

Penyuluh Pertanian. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus. 

 



PASAL II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

 

Ditetapkan di  Batam  
pada tanggal  22 Maret 2018 

 
WALIKOTA BATAM, 

 

         dto 
 

MUHAMMAD RUDI 
 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal  22 Maret 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 
                         

         dto 
 

                     JEFRIDIN    
 
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 609 

 


